
SALlNAN

GUBERNUR SUIT{ATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2077

TENTANG

PERTII]VGGI..,INC|JAWAE}AN PEI-AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERI|IH PF|]DV]:NSI SUMATERA LITARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TU}IAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menirrbang bahwa berdasarkar Pasal 32o ayat (1) undang-undang Nomor 23
Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah ssfagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun zafi
tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala

daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertangungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan

dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 {enam} bulan setelah tahun
anggaran beraldrir;

bahwa berdasarkan pertimbangan ssfoegaimana dimaksud dalprn

huruf a, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O16;

Pasal 18 ayat {6} undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

undang-undang Nomor 24 Tahun 19s6 tentang pembentukan

Daerah otonom Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan

Pembentukan Propinsi sumatera utara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Iembaran Negara

Repubik Indonesia Nomor 1 1O3h

undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan Negara

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aas Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a296l;
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4. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik lnrlonesia Nomor a355!;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanga:r Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 44A0}",

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerirrtah Pusat dan Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a3B);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZAH tentang Pemerintahan

Daerah {kmbaran Negara- Republik Indonesia Tahun 2A}4 Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang Undang Nomor 9 Thhun 2A15 tentang Pernbahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2AAS tentang Pinjaman

Daerah {I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor a57a|;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

}rformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 45761;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAs

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a57B);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a6&l;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2oa7 tentang Laporan

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggara€rn

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a6931;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7L tahun ?OLO tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan {Lembaran l,{egera Republik Indonesia

Tahun 2O1O Nomor 123)

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali teraktrir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2L Tahun 2OlL tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2A77 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5611 Tahun 2Ol7

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2016 da:r

Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A16;

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLO Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

24rc Nomor 1);



21. Peratnran Daerah Nomor 5 Tahun 2Ot6 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tatrun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah ft'ovinsi Sumatera Utara

Tahun 2Arc Nomor 5);

Dengan Perseh.4iuan Bersama

D]i:T\[iIiN PERWAKITAN RAKYA? DAERAH PROVINSI SUMA?ERA UIARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetrrpkanr. ; PERAIURAN DAERAH TENTANG PER?ANGGUNGJAWAEAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

(1) Pertangungiawaban pelaksanaan APBD bempa laporan keuangan

memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Ams Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas;dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

l2l Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {t} dilampiri

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha

Mitik Daerah / Ferusahaan Daerah.



Pasal 2

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2OL6 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan .........Rp. 10.440.618.930.401,00

b. Belanja Rp. 9.476.423.914.544.50

Surplus/{Defisit} "".Rp. 964"195.015"856,50

c. Pembiayaan

- Penerirnaan......... ...........Rp. 536.275.8+1.+22,62
- Pengeluarar]........ ...........Rp. ,332.611.537.736.00

SiLPA sebelum koreksi ........Rp. 1.167.859.319.543,12

Koreksi SiLPA Rp. (51O.265.082,00)

SiLPA setelah koreksi.... ...... Rp. 1.167.349.A54.46L,L2

Pasal 3

Uraian Tapora", realisasi APtsD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :

1. Selisih anggararl dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 384.791.105.533,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan ....Rp. 10.055.827.824.848,00

b. Realisasi Rp. 1O.440.6 18.930.401.0O

Selisih lebih ...Rp. 384.791.105.553,00

2. Selisih anggafarl dengan realisasi belar{a sejumlah
Rp. (70a.329.861.698,50 ) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah

Selisih kurang Rp. (704.329.861.698,50)

3- Selisih arlggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 1. L67 .349.O54.46L,12 dengan rincian sebagai berikut :

perubahan

b. Realisasi

a. Surplus setelah perubahan

b. Realisasi Pembiayaan

c. Silpa Sebelum Koreksi

d. Koreksi Silpa TA.2016

Rp 10. 180.753.776.243,0A

Rp. 9.476.42_3.914.544.5O

Rp. 964.195.015.856,50

Rp. 203.664.3O3.686.62

Rp. 1.167-859.319.543,12

Rp. {510.255.082.o0}

Silpa Setelah Koreksi Rp. 1,.167.349.054.461,12



4. Selisih aruggaraln dengan

Rp. 1.000.000,62 dengan

a. Anggaran peaerimaan

a, Anggar. an pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan

b. Realisasi

Selisih kurang....

realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
rincian sebagai berikut :

pembiayaan

setelah perubahan Rp. 536.27 4.84 L.422,OO

Rp. 536"275.84 1.422-62b. Realisasi

Selisih lebih Rp. 1.O00.00o,62

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp. 78.737.352.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 4 1 1.348.890 .O27,OA

Rp, 332.6 1 1.537.736.O0

Rp. 78.737.352.29L,O0

6. Selisih ar,i'ggarar: dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp78.738 .352.29 L,62 dengan rincian sebagai berikut:

a" Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 124.925.951.395,00

b. Realisasi pembiayaan neto Rp. 2O3.664.3O3.686.62

Selisih lebih Rp. 78.738.352"291,62

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo l,ebih Anggaran pada Pasal t huruf b Tahun

2AL6 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih AwaI...,....-........ -....Rp . 536.27 4.84 1.422,62

b. SaldoAnggaran LebihAkhir....... Rp.1.167.349.O54.46L,12

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal
Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset

b. Jumlah Kewajiban

c. Jumlah Ekuitas

t huruf c per 31 Desember

Rp. 14. L52.L49.422.267,74

Rp. 971.274.195.766,00

Rp. 13. 180.875.226.5O1,7O



Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal I huruf d per
31 Desember 2OL6 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan ....... Rp.8.464.625.327.077,20

b. Beban ..... Rp.6.748.268.813.256.76
Surplus/Defisit dari Kegiatan

Operasioaa1............. Rp. 1.716.356.513.820,44

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non

Operasionat.-...."..... .. Rp. o,o0
d. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa .........Rp. (2.OO2.321.560"00)

Surplus / Defi sit l"aporan Operasional..... ". . Rp. 1.7 14.354. 192.260,44

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun ZQLO sebagai

berikut:

Rp. {.79.899.137,00)

Rp. 1 " 167 .8A2.588.568, 12

Pasal 8

I..aporan perubahaa eln:itas sebagaimana dimaksud daTan Pasal t huruf
f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2O16 sebagai

berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2016

b. Arus kas dari aktivitas operasi

c. Arus kas dari aktivitas investasi

d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan

e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran

f. Saldo Kas Akhir per

31 Desember 2O16

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/Defisit - LO

c. Koreksi Ekuitas
d" Darnpak Kurrrulatif Perubahan

Kebijakan / Kesalahan Mendasar. . .

e. Ekuitas Afddr

Rp. 523.953"280"645,62

Rp. 1.983 .253.448.663,50

Rp ( 1.0 19.855. 142.6 lO,OO)

Rp. (332.610.537.736,OOl1

Rp. 1 0.667 .608.664.29O,7 O

Rp. 1 "7 14.354 "192.26A,44
Rp. (56.296.897.867,A9)

Rp. 855.209.262.9t2,62
Rp. 13. 180.875.226.5O L,7 A



Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

huruf g Tahun Anggaran 2AL6 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos Laporan keuangan.

Pasal tO

Pertanggungiawaban pelaksanaan APtsD sebogaimarra dimaksud pada

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yaurLg merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

Lampiran I.1

Larrryiran 1.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Laporan Realisasi Anggaran

Ringlasan Iaporan realisasi anggaran menumt

urusar. Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,

pendapatan, belarrj a dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah,

menurut urusarl Pemerintalran Daerah,

organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

Laporan Perubahan Satdo Anggaran Lebih;

Laporan Opersional;

l,aporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar rekapitulasi piutan g daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak
tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan

dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penarnbahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

b. Lampiran

c. Lampiran

d. Lampiran

e. Lampiran

f. Lampiran

g. Lampiran

h, Lanrpiran

i. Lampiran

II

ru

ff
V

W

VII

VtII

IX

j. Lampiran X

k. Lampiran

1. Lampiran

XI

XII

m. Lampiran XIII



9

n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV

p. Lampiran XVI

q. Lampiran XWI

r. Lampiran XVIII

s. Lampiran XIX

t. Lampiran XX

Daftar rekapitulasi kontruksi da-lam pekerjaan ;

Daftar rekapitulasi aset tetap lainnya;

Daftar dana cadangar. daerah;

Daftar kewqiiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangtca panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai aldrir tahun dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran berikutnya;

Daftar Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan fteuangan sebagaimana clirnaksud dalam Pasal 1 ayat

(2) terdiri dari:

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bags'an

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagran yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah lentang Per{abaran

pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016.



tf)

Pasal 13

Per:aturan Daerffh irri mutai bertalm pada tsngBat diurrdangkarr-

Agar setiap orang mengetahuinJa, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara-

Dftstapkan di Medan

pada tanggal 25 Agustus 2A17

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

trd

TENGKU ERRY NURADI

Medam
Agustus 2Afi

DAERAH PROVINSI SIIMATERA t}TARA,

ttd

SRI HUTOMO

uda tIV/c)

PROVINST SUMdTERA UTARA TAHUT\T 2OL7 NOMOR

DAERAH PROYINSI SUMATERA UTARA: {4/ 1a0/20t7l



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUIVATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2OI7

TENTANO

PER'IANG{GU1\IGJAWABAN PEI-AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DABRAH PROYINSI SUMATERA UTARA TAHUNANGGARAN 2016

l. PEI,i:JELA,SAI{ UMUM

Sr:bagai Pedoman Pen5rusunan Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pen,llapat"an rlan Belanja Daerah ?ahun Anggaran 2A76 adalah sebagai berikut :

a. Irrlratu:ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

F tsngeblasur Keuangarr Daerah.

b. Irr:ratu:ran Menteri Dala:n Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Iri:dornLan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

l.,,:rakhir clengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLL tentang

l:'erubrr:ilra:: Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

t t:ntang R:doman Pengelolaan Keuangan Daerah;

II. PEIiUEL.IILSAN PASAL DEMI PASAL

Pa*;rl 1

Par:;al2
trunrf a

huruf b

Cukup Jelas

Pendapatan terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah

- Pendapatan Transfer

- L^ain-lain FendapatanyangSah

Belanja terdiri dari :

- Belaqja Tidak Langsung

- Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus

Rp. 4.954.833. 100.869,00

Rp. 5.258 .94A.O79.069,00

Rp. 226.845.750.463,00

Rp. 1O.440.6 18.930.40 1,00

Rp. 7.037 .202.954.813,00

Rp. 2.439.22O.959.731.5O

Rp 9.476.423.9 14.544,50

Rp. 964.195.O15.856,50



o,00

Rp. 2O3.664.3O3.686,62

Pasirl3 :

ayat {1} : Cukup Jelas

ayat (21: Cukup Jelas

zryat (3) butir a :Surpfus setetah perubahan Rp. 964"195.015.856,50

butir b :Cukup Jelas

huruf c : Pernbiayaan terdiri :

Penerimaan Pembiayaan Daerah :

* Sisa L€bih Pertritungan Anggaran

Tahun Lalu

- Penerimaan Piutang Daerah

Jumlah Penerimaan Pembiyaan

Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

- Transfer ke danacadangan

- Penyertaan Modal

- Pembayaran Hutang Pokok

Yang Jatuh Tempo

Jumlah Pembiaya.an Netto

aryat (4|

aryat (5)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Rp. 536.27+.841.422,62

Rp. 1.O0O.OOO.O0

8p. 536.275.841.422,62

Rp. O.OO

Rp. 332.611.537.736,00

Rp. 2. 125.870.7 64.482,86

Rp. 2.643 .232.669.499 3A

Rp. 8.848 .7 28.14 1.283,00

Rp. 534.317.847.OO2,51

Rp.

Rp.

971.274.195.766,OO

Rp.

Parial4

Pa::ral5

Hturtrf a

Flumf b

Cukup Jelas

Aset terdiri dari :

- Aset Lancar

- Investasi Jangka Parrjang

- Aset Tetap

- Aset Lainnya

Kewajiban terdiri dari :

- Kewajiban Jangka Pendek

- Kewajiban Jangka Panjang o,oo



Culilp Jelas

Cularp Jelas

CukttpJelas

Cukup Jelas

Satdo l(as Akhir per 3l Desember 2016 terdiri dari :

I
9

I
I

- I(as Daerah

- Kas di BLUD

- I(as di BendaharaPengehrarar

- Kas di Bendahara Penerirnaan

Cuktrp jelas

Cukup jelas

Cularpjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Rp. 1. 1 54- 66 1 - 1 49.826, 12

Rp. 9.650.962.149,OO

&. 3-412.129.613,00

Rp. 78.346.980,00

DAERAH PROVINSI SUMATERA IYTARA TAHUN 2077 NOMOR 34


